BAB III
PEMBERIAN SUAKA POLITIK TERHADAP WARGA NEGARA LAIN

A, Pengertian pan Macam Suaka.

1. Pengertian Suaka Politik.

Suaka politik terdiri dari dua kata, yaitu
suaka dan politik.

Suaka berarti swaka; partikelir; tempat me-
ngungsi; berlindung; menumpang pada dsb. (M, Kasir =
Ibrahim, 1993:348) Dalam hukum internasional suaka di
kenal dengan nama asylum (J.G.Starke, 1989:41) yang
artinya perlindungan dari negaré lain, baik masalah
politik atau lainnya yang berkaitan dengan diri sese-
orang yang tidék mau lagi bherada di negaranya dan
atau tunduk kepada undang-undang serta kebijaksanaan-
kebijaksanaan dari pemerintahan di negaranya. (K.G. ~-

Kartasapoetra, 1987:22Q)

bd

Sedang politik berar?i pengetahuan mengenai ke
tatanegaraan. (M, Kasir Ibrahim, 1993%:296) Dalam ilmu
politik, politik berasal dari kata polis yang berarti
Negara Kota yang bersifat totalitas, yaitu kesatuan
antara Negara (kota) dengan masyarakat. (Sumarno AP.,
Yeni R.ILukiswara, 1992:7)
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Selanjutnya kata polis ini berkembang menjadi
politikos yang artinya hak-hak kewarganegaraan ter-
tentu, dengan kata lain merupakan pelaksanaan hak-hak
warga negara dalam turut serta berperan dalam pemerin

tahan. (Sumarno AP., Yeni R,ILukiswara, 1992:7)

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat
kita ketahui bahwa suaka politik adalah perlindungan
yang diberikan oleh suatu negara terhadap warganegara

lain atas hak-~hak kewarganegaraan tertentu.

2. Macam Suaka.
a. Suaka Teritorial.

Suaka teritorial adalah suatu perlindungan
yang diberikan oleh suatu negara di dalam wilayah-
nya. Pemberian suaka dalam wilayahnya merapakan ke
bebasan setviap negara, ini tverjadi sejak dahulu
kala yang mencakup para pengungsi polivik, sosial
maupun agama dan juga mencakup semua orang - orang
di luar negeri, termasuk pelanggar pidana. Akan
tetapi ini semua merupakan salah satu aspek dari
kekuasaan suatu negara untuk menerima atau menolak

mereka dari wilayaanya.

Dalam Universal Declaration of Human Rights
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pada tahun 1948, pasal 14 d;sedutkan setiap indi=-
vidu~-individu mempunyai hak suaka dari penganiaya-
an. Hak suaka bagi individu-individu yang melari-
kan diri dari penganiayaan ini vidak dijamin oleh
hukum internasional, tetapi hak negara tempat per-

lindungan itu sendiri untuk memberikan suaka.

éégitu Juga didalam deklarasi tventang suaka
teritorial, disesujui oleh Mejelis Umum PBB pada
tanggal 24 Desember i967, menganjurkan kepada ne-
gara-negara dalam praktek pemberian suaka hendak

nya mengikuti beberapa pedoman, diantaranya adalah

1). Apabila seseorang yang mencari suaka dari pe~-
nganiayaan, telah sampai pada perbatasan atau
sudah memasuki wilayah dimana ia mencari suaka
maka tidak boleh ditolak atau dausir pulang
secara paksa. Akan tgtapi apabila demi menjaga
keamanan dan keselamatan bangsa, negara setem=-
pat harus mempertvimbangkan pemberian suaka ter
hadap orang tersebut, dengan cara memberi ke-
sempatan untuk pergi ke negara lain ¢(memberi

suaka sementara).

2). Apabila suatu negara itu mengalami kesulitan
dalam memberikan suaka, maka negara yang lain-

nya membantu meringankan beban negara itu.
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3). Suaka yang diberikan oleh suatu negara ter-
hadap orang-orang yang mencari rerlindungan
dari penganiayaan harus dihormati oleh negara-

negara lainnya.

Kebebasan memberikan suaka olen setviap ne-
gara dibatasi oleh traktat negara-negara yang ber-
sangkutan, terutama traktat ekstradisi.Suaka tidak
boleh diberikan kepada seseorang yang terbukti de-
ngan jelas tvelah melakukan kejahatan terhadap per
damaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap

kemanusiaan. (J.G. Starke, 1989:42-43)

Dengan demikian untuk memberi atau menolak
suaka dalam wilayah suatu negara terhadap para
pencari suaka , didasarkan pada kebijaksanaan- ke-
bijaksanaan atau pertimbangan-pertimbangan  hukum °

nasional negara yang bersangkutan itu sendiri.

Suaka Ekstra Teritorial.

Suaka ekstra teritorial adalah suatu  per-
lindungan yang diberikan ditempat yang berada di
wilayah suatu negara yang diakui oleh hukum inter-
nasional terdapat ciri=-ciri khusus atau lambang
negara lain, misalnya di tempat-tempat Kkeautaan,

konsulat, kapal-kapal yang berbendera suatu negara



dan lainnya. (.G, Kartasapoetra, 1987:221)

Pemberian suaka ditempat kedutaan menurut
hukum internasional dilarang dan tidak mengakui
hak umum seorang kepala utusan memberikan suaka di
tempat tersebut, Sebab dampaknya akan membebaskan
pelarian pelaku kejahatan dari penerapan hukum dan

adminitrasi peradilan oleh negara teritorial itu,

Pfetapi ada kekecualian bahwa suaka itu ho-

leh diberikan ditempatv kedutaan, antara lain :

i). Sebagai tindakan sementara, dimana para indi -
vidu-individu tersebut dalam keaaaan bahayga
dari kerusuhan massa dan kerusuhan politik di

negaranya.

¢). Karena sebagai kebiasaan lokal yang mengikat
dan sudah lama diakui bahwa suaka politik se-
perti itu diperbolehkan.

3). Sebhab adanya traktat khusus antara negara teri
torial dan negara yang diwakili oleh kedutaan

yang bersangkutan. (J.G. Starke, 1989:44-45%)

Dengan demikian pemberian suaka ekstra tera
torial ini tidak setiap orang diberi suaka, tetapi
ada ketentuan-ketentuan khusus seseorang bisa men-

dapatkan suaka tersebut.
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B. Hal-hal Yang Diperbolehkan Suatu Negara Memberikan Suaka

Politik Terhadap Orang Asing.

1. Kewarganegaraan.

Kita ketahui bahwa kewarganegaraan merupakan
hubungan yang sangat berkaitan antara individu dan
suatu negara. Sebab merekamerupakan salah gatu unsur
bagi terbentuknya suatu negara, disamping unsur wila-
Yah dan pemerintah., Suatu negara tidak mungkin ter=-
bentuk tanpa adanya rakyatywalaupun mempunyai wilayah
dan pemerintah. Begitu juga sebéliknya apabila rakyat
nya ada tapi tidak mempunyai wilayah dan pemerintah ,

maka tidak mungkin terbentuk suatu negara.

Sebagian besar peraturan tentang kewarganegara
an itu hanya urusan hukum nasional. Setiap negara mem
punyai hak untuk melaksanakan undang-undang yang di-
buat oleh negara itu sendiri. Undang-undang tersebut
berlaku bagi mereka yang berada dalam wilayah negara
itu dan benar-benar meﬂjunjung tinggi serta tunduk
pada undang-undang tersebut,mereka merupakan warga
negara dari negara itu. Petapi bagi mereka yang tidak
tunduk pada undang-undang dan bertempat dalam wilayah
negara yang bersangkutan, bukan merupakan warga nega-
ra dari negara itu, kemungkinan mereka adalah orang

asing.
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Dengan demikian kewarganegaraan suatu negara
terdiri dari warga negara dan bukan warga negara ( O-
rang asing ). Dalam hubungan dengan negara yang didia
mi keduanya sangat berbeda. Setiap warga negara memi-
liki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya
dan undang-undang dasar..negaranya, walaupun :- mereka
berada di luar negeri, selama tidak memutuskan hubu-
ngannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasi-
onal.. Sedang untuk orang asing hubungannya hanyalah
selama yang bersangkutan bertempat tinggal di dalam
wilayah negara tersebut. (R.G. Kartasapoetra, 1987 :
211=213)

Peraturan hukum tentang kewarganegaraan setviap
negara beraneka ragam. Ketidak seragaman ini dapat
kita lihat dari perbedaan-perbedaan dalam cara menda-
patkan kewarganegaraan. Kelompok pertama negara mene-
tapkan bahwa kewarganegaraan seseorang . ditentukan
oleh kewarganegaraan orang tuanya ketika ia lahir
(ius sanguinus), kelompok kedua ditetapkan oleh tem-
pat dimana dia di lahirkan (ius soli) dan asal usulya
(ius sanguinus), kelompok ketiga ditantukan oleh asal
usulnya (ius sanguinus) dan sebagian oleh tempat dima
na dia di lahirkan (ius soli) dan kelompok keempat di
tentukan diutamakan ius soli dan sebagian oleh jius sa

nguinus. (J.G. Starke, 1989:24) "
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a. Ius Sanguinus pan Jus Soli.

Dari uraian diatas tentang kewarganegaraan
itu menurut hukum tata negara .dan ditinjau dari

segi hukum, berdasarkan dua asas yaitu ;
i). Ius Sanguinus.

Menurut istilah bahasa datin, ius ber-
arti hukum, sedang sanguinus berarti keturunan
atau darah. Jadi asas ini mengikuti hukum atau
ketentuan dari keturunan atau darah orang tua-

nya.

Misalnya, seorang anak yang di lahirkan
oleh pasangan suami istri warga negara Amerika
maka otomatis anak tersebut mengikuti kewarga-
negaraan orang tuanya. Tetapi tidak menutup ke
mungkinan apabila anak tersebut sudah dewasa
bebas untuk berpindah menjada warga negara la-
in kalau memang yang bersangkuvan menghendaki-
nya, dengan persyaratan tertentu yang divetap
kan olen negara yéng akannmengabulkan perpinda

han kewarganegaraannya.

2). Ius soli.

Menurut istilah, ius berarti hukum, se-
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dangkan s6li berarti tanah. Jadi ius soli ada-
lah pewarganegaraan yang mengikuti .iimana sese

orang dilahirkan.

Misalnya, seorang anak yang di.lahirkan
oleh pasangan suami istri warga negara Indone-
sia yang melahirkan seorang anak di negara tem
pat tugasnya (Amerika), maka menurut asas ius
soli apabila anak tersebut sudah dewasa berhak
menjadl warga negara Amerika. (KR,G. Kartasa -

poetra, 1987:215=216)

Kedua prinsip kewarganegaraan tersebut ai

atas selalu dipergunakan bergandengan, dengan mengu
tamakan salah satu diantara kedua prinsip tersebut

tanpa meniadakan prinsip lainnya.

visamping itu untuk memperoleh kewarganegara

an, dengan cara pewarganegéraan (naturalisasi) yang
merupakan proses hukum yang menyebabkan seseorang

memperoleh kewarganegaraan suatu negara tertentu.

Apatridi Dan Bipatridi.

Kita ketahui bahwa penduduk suatu negara di

samping ada warga negara daril negara itu, tentunya
ada pula orang-orang asing (yang bukan warga negaraj

antara lain
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1). Apatridi.

Apatridi adalah merupakan -orang-orang

yang tidak mempunyai suatu kewarganegaraan.

Orang-orang semacam ini dapat kita jum-
pai pada para pengungsi-pengungsi yang melari
kan diri dari vietnam. Dimana negara Vietnam
menganggap mereka meninggalkan negaranya de-
ngan tidak sewajarnya, yaitu vidak melalui ke-
tentuan-ketentuan yang berlaku di negaranya.
Tetapi mereka telah melakukan pengkianatan ter
hadap pemerintahan vietnam. sehingga pemerinta
han Vietnam menolak mereka, jika kembali ke

negaranya.

Menurut hukum internasional, para pe-
ngungsi itu dianggap telah meninggalkan kewar-
ganegaraan dari negaranya dengan maksud untuk
meminta suaka dari negara lain dan selanjutnya
menjadi warga negara permbesi suaka. Pemberian

suaka ini terdorong oleh rasa kemanusiaan dan

hukum intermasional, sehingga banyak . - megara
yang bersedia untuk membantu para pengungsi
tersebut.

Selama para pengungsi i1tu berada dadam
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penampungan di suatu tempat pada suatu negara
maka kewarnageraraan mereka menjadi kabur dan
jelas menjadi vidak ada. EKarena mereka tidak
mau kembali ke negaranya dan tidak mau tunduk
pada undang-undang secrta segala.sesuatu yang
mengikat dirinya dengan negaranya. Mereka ke-
mungkinan menjaai warga negara apabila negara
benar-benar mau menerimanya sebagai warga ne-

gara.

Bipatridi.

Bipatridi adalah orang-orang yang memi-
liki kewarganegaraan rangkap (dwi kewarganega-
raan)

Bipatridi ini biasanya terjadi pada war
ga negara dari suatu negara diberi pewargane -
garaan oleh suatu négara yang didiaminya tanpa
menyatakan bahwa ia melepaskan kewarganegaraan
aslinya. Seperti orang-orang Cing, yang merupa
kan orang-orang yang tersebar di seluruh dunia
tanpa ada ketegasan dalam pewarganegaraannya ,
di negara-negara yang mereka tempati. Mereka
diakui sebagai warga negara di negara yang di
tempatinya dan juga diakui sebagai warga nega-

ra di negara leluhurnya.
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Orang-orang yang mempunyai dwi kewarga
negaraan ini jelas tidak baik, karena dapat
mengacaukan keadaan kependudukan diantara dua
negara. Sehingga tiap-tiap negara dalam meng-
hadapi masalah ini bertindak tegas, yaitu o-
rang-orang yang berkewarganegaraan rangkap ha
rus memilih salah satu diantara kedua kewarga

negaraannya.

'anpa adanya ketegasan mereka untuk me
milih salah satu sebagai warga negara dari
suatu negara, maka mereka akan rugi - séndiri
karena perlindungan atas hak-hak mereka seba-
gail manusia memerlukan kehidupan dan penghidu
pan yang baik dan layak dalam masyarakat ser-
ta mengatur kehidupan tersebut. (R.G. Karta -

‘'sapoetra, 1987:21'(=220)

c. Pentingnya Kewarganegaraan gSecara Internasional.

)

Kewarganegaraan mempunyai arti yang sangat
penting dalam hukum internasional. Karena kewarga-
negaraan mempunyai hubungan yang erat dengan nega-

ra dimana seseorang itu sebagai warga negaranya.

Dengan kata lain bahwa kewarganegaraan memw

punyai berbagai kejadian penting dalam hukum inter
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nasional (J.G. Starke, 11989:25) salah satu dianta-
tanya adalah tentang ekstradisi terhadap pelaku

kejahatan.

Masalah kewarganegaraan pelaku  kejahatan
mempunyai arti yang sangat penting, sebab kewargfa-
negaraan itu erat hubungannya dengan negara dimana
pelaku kejahatan itu sebagai warga negaranya. Kita
ketahui bahwa setiap perjanjian ekstradisi terda-
pat ketentuan yang mengatur penyerahan warga nega-
ra . Kewarganegaraan merupakan salzh satu  faktor
yang menentukan diterima atau vidaknya permintaan

ekstradisi negara peminta.

Pada umumnya setiap negara bolech = ménolak
permintaan ekstradisi negara peminta, apabila pe-
laku kejahatan tersebut tefnyata warga negara dari
negara yang diminta. Untpk menentukan apakah pe-
laku kejahatan tersebut dari negara diminta atau
bukan, berdasarkan pada hukum nasional negara . d4i

minta,.

Dengan demikian dasar untuk tidak menyerah-
kan warga negara adalah karena antara warga negara
dan negara mempunyai hubungan yang erat. negara di
anggap tempat berlindung dan berkewajiban melindu-
ngi warga negaranya. (I Wayan parthiana, 1990;102-

103
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2. Hak Dan Kewajiban Negara Terhadap Orang Asing.

a. Penerimaan Orang Asing.

setiap negara mempunyai kebebasan untuk
menolak atau menerima orang asing masuk kedalam
wilayah negaranya. Negara tidak berkewajiban mene=

" rima semua orang asing yang masuk ke negaranya.

Kalaupun suatu negara itu menolak orang

asing masuk ke negaranya tidak dilaksanakan sepe-

nuhnya. Pada umumnya mereka yang akan masuk ke
suatu negara harus sesuai dengan ketentuan atau
syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh negara

yang akam menerima orang asing tersebut. Ini menun
jukkan bahwa suatu negara jarang menerima orang

asing dengan bebes.

seorang asing yang sudah diterima masuk ke

ddlam wilayah suatu negara, mereka harus tunduk ke
pada hukum negara yang bersangkutan sama seperti
warga negaranya sendiri. Tetapi ada pembatasan hak

- orang asing dalam suatu negara, yaitu tidak diberi
hak memberikan suara, hak melakukan profesi ter-
tentu atau memiliki benda-benda yang tidak bergerak

(Mohd. Burhan Tsani, 1990:53)
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Tanggung jawab negara terhadap orang asing
sama seperti tanggung jawab yang diberikan kepada
warga negaranya sendiri. Mereka sama-sama mendapat
kan perlindungan atas jiwa dan hartanya, selama

mereka tunduk kepada hukuu negara setempat.

Disamping itu mereka diberi perlindungan di
sebabkan mereka mencari perlindungan dari pengani-
ayaan, sehingga negara setempat tidak boleh menolak
Jika mereka telah sampail ai perbatasan atau telah
memasuki wilayah dimana dia mencari perlindungan.
(J.G. Starke, 1989:43) Negara yang bersangkutan di
wajibkan melindungi mereka karena tuntutan  hukum

Internasional dan atas dasar kemanusiaan.

Mereka yang secara sah dibolehkan memasuki
wilayah suatu negara, apabila melakukan kejahatan
terhadap kemerdekaan dan keamanan negara yang ber-
sangkutan. atau mekakukan ke jahatan yang lainnya da
pat diadili dan dihukum. (Mohd. Burhan wsani, 1990
53) ’

b. Mengusir QOrang Asing.

Piap-tiap negara mempunyai hak atau kekuasa
an mengusir orang asing ke negara asalnya,apabila

mereka masuk ke wilayah suatu negara secara tidak
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sah dan dianggap melakukan tvindakan yang berventa-
ngan dengan ketentuan umum dan keamanan negara

setempat.

palam pengusiran tersebut harus didasarkan
pada kebijaksanaan negara dan tidak boleh sewenang
wenang. Pengusiran harus dijalankan dengan cara
yang masuk akal dan tanpa merugikan orang asing
itu. (J.G. Starke, 1989:34) Kalau mereka terlibat
dalam aktifitas politik, dalam melaksanakan  per=-
lindungan diplomatiknya dapat menanyakan alasan
pengusirannya. Karena mereka dapat diusir | hanya
berdasarkan suatu keputusan yang sesuai dengan hu-

kum.

Apabika mereka menolak untuk meninggalkan
negara setempat, maka dalam pengusiran tersebut
harus dilakukan penahanan dahulu untuk menjaga ke-
mungkinan yang bersangkutan nampak melawan pengu-
asa. Pengusiran tersebut dilakukan ke negara atau
wilayah dimana mereka tidak terancam atas alasan
ras, agama, nasionalitas atau pandangan politik.

(Mohd. Burhan fTsani, 19390:53-54)
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C. Tindak Pidana Politik Dan Tindak Pidana Biasa.

Sebelum kita bahas tindak pidana politik dan tin-
dak pidana biasa, perlu kita ketahui verlebih dahulu
tentang istilah dan pemgertian tindak pidana.

pindak pidana atau strafbaar feit merupakan isti-
lah resmi dalam straf wet boek (KUHP) yang sekarang ber
laku di Indonesia. Selain memakai istilah tindak pidana
juga dapat menggunakan istilah perbuatan pidana atau
peristiwa pidana dan didalam ilmu pengetahuan hukum se=
cara universal dikenal dengan istilah delik. (Bambang -
Poernomo, 1985:90)

Pindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelaku
nya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya dapat di
katakan subyek tindak pidana. Subyek dari tindak pidana
ini adalah manusia. (Wirjono Projodikoro, 1989:55) Sama
halnya dengan pengertian dari istilah strafbaar:feit ya-
itu suatu perbuatan manusia yang diancam pidana oleh

peraturan undang-undang. (Bambang Poernomo, 1985:91)

Tetapi para sarjana hukum mempersoalkan tentang
isi dari pengertian strafbaarfeit. Simons berpendapat :
bahwa strafbaarfeit adalah perbuatan yang melawan hukum
dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat di

pertanggungjawabkan, Sedangkan menurut Van Hamel, strafe
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baar feit adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan
hukum, yang patut di pidana, yang dilakukan dengan kesa=-
lahan dan yang dirumuskan dalam undang-undang. (Muljatno

1987:56)

Melihat pengertian-pengertian diatas, maka yang
termasuk suatu tindak pidana harus memenuhl syarat-sya =
rat sebagai berikut
- ada pelakunya
- perbuatan tersebut ada dalam undang-undang
- pelakunya dapat dipertanggung jawabkan
- bersifat melawan hukum
- ada ancaman hukumnya dalam undangéundang. (Mr.K.Tresna

tt:28)

Jadi tindak pidana adalah suatu perbuatan yang
bersifat melawan hukum, perbuatan dan ancaman hukumannya
ada dalam undang-undang dan pelakunya dapat . dipertang-

gung jawabkan.

1. Pindak Pidana Politik.

Tindak pidana politik atau kejahatan politik
adalah suatu delik yang ditujukan terhadap keamanan
negara dan kepala negara (K. Soesilo, 1984:25) dengan
kata lain, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan kare-

na adanya unsur politik.,



49

tindak pidana politik atau ke jahatan politik
berawal mula dari revolosi Perancis yang ° merobohkan
kekuasaan monarkhi absolut, dibawah raja Louis . XVI
Ban XVII. Kita ketahui dalam sejarah, bahwa pemerintah
.an monarkhi absolut ini tidak menjamin - Perlindungan
terhadap kebebasan hak asasi warga negaranya. Akibat-
nya banyak warga negara Perancis ménentangnya, sehing
ga terjadi Revolosi Perancis Yang berhasil merubah
negara Perancis menjadi Republik, yang mana hak a-

sasi manusia di Junjung tinggi dan di hormati,

Dengan demikian kejahatan politik adalah keja-
hatan yang menentang pemerintahan yang sah atau yang
sedang berkuasa. Pada Prinsipnya tidak menyerahkan pe
laku kejahatan politik ini berdasarkan menghormati
hak-hak asasi manusia untuk menganut suatu keyakinan
politik, walaupun berbeda dengan politik penguasa
Yang sah. ‘

Dalam perkembangan dewasa ini, keja?atan poli-
tik merupakan masalah yang komplek dan rumit. Sering-
kali suatu kejahatan itu mengandung unsur ke jahatan
biasa, juga mengandung ke jahatan politik. Sehingga
sulit dibedakan antara ke jahatan biasa dan ke jahatan

politik,
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Untuk mengurangi kekaburan verhadap kedua ke~
jahatan tersebut, maka ditempuh dengan jalan membuat
rincian tentang kejahatan-kejahatan apa saja yang
termasuk kejahatan politik. Petapi sampai sékarang
tidak ada rumusan yang diterima secara umum tentvang
kejahatan politik dalam kepastian hukum. Sehingga
dglam prakteknya diserahkan kepada masing-masing ne-
gara unwuk menentukan apakah kejahatan itu merupakan

ke jahatan politik atau tidak.

Di Inggris, J.S. Mill dan hakim J, Stephen her
pendapat, bahwa yang termasuk kejahatan politik ada-
lah kejahatan yang dilakukan dalam hubungan dengan

atau sehagai bagian dari huru hara politik.

Hakim Cave J,, membuat kontruksi bahwa yang
dianggap séhagai ke jahatan politik adalah apabila da-
dam suatu negara terdapat.Qpa pihak atau lebih dimana
pihak yang satu berusaha memaksa kehendaknya kepada
prihak yang lain, misalnya pemberontakan terhadap pe-
merintah yang sah atau sebaliknya. (I Wayan Parthiana
1990:59-65)

Begitu juga dalam KUHP disebutkan, bahwa yang
yang termasuk kejahatan (delik) politik adalah keja-
hatan terhadap keamanan negara, tepatnya pada buku II

bab I pasal 104-110 (pnegkianatan interen) dan pasal
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121, 124, 126 (pengkhianatan eksteren). - (Bamkang -
Poernomo, 1985:102) Dari pasal-pasal tersebut, dapat
disimpulkan bahwa kejahatan yang dilakukan dengan tu-
Juan merobohkan atau menjatuhkan pemerintahan yang

sah dikatagorikan sebagai tindak pidana politik.

bisamping itu ada undang-undang yang termasuk
mengatur tindak pidana politik yang mencakup kejaha-
tan-ke jahatan seperti kegiatan mata-mata, sabotase,
penjualan rahasia negara kepada pihak asing dah seba-
gainya, yaitu UU No. 11 (PNPS) 1963 tentang pemberan-

tasan kegiatan subversi.

Pada hakekatnya subversi adalab suatu manifesg-
tasi pertentangan-pertenténgan kepentingan~kepentingan
Yang tidak dapat dipertemukan, dengan merusak kekua-
tan lawan dengan cara tertentu dan sering juga . di
ikuti dengan jalan terbuka yaitu kekerasan ( perang

dan pemberontakan). (Andi Hamzah, 1992:6-7)

Dari sini jelas dapat kita ketahui bahwa keja=-
hatan politik merupakan kejahatan yang . = “dilakukan
dengan tujuan pblitik untuk merongrong dan merobohkan
pemerintahan yang sah, demi kegfntingan pribadi atau

golongan tertentu saja.
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2. Tindak Pidana Biasa.

Tindak pidana biasa atau comune delicten ada-
lah delik yang ditujukan kepada kejahatan yang tidak
termasuk keamanan negara. (Bambang Poernomo, 1985:102)
Berarti tindak pidana opiasa ini hanya ditujukan pada
masyarakat umum, yang tujuannya bukan untuk kepenti-
ngan politik atau merobohkan pemerintahan yang sah
dan tindak pidana ini dapat dilakukan oleh 8etiep

orang pada umumnya.

findak pidana ini biasanya dilakukan untuk ke-

butuhan atau kepentingan perseorangan atau pribadi
dan tidak ada maksud atau niatan untuk tujuan politik
misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan,

merusak barang orang lain dan lain sebagainya.

selain-kejahatanpembunuhan atau percobaan mem-
bunuh terhadap kepala negara atau pemerintah atau ter
hadap keluarganya bukan ke jahatan politik, = meskipun
apa dan bagaimanapun motif, maksud dan tujuan politik

yang menyelubunginya. (I Wayan Parthiana, 1990:73-80)

Akan tetapi tidak semua tindak pidana yang di
lakukan untuk tujuan politik dapat disebut tindak
pidana politik, meskipun kadang-kadang ada tindak

pidana biasa yang dilakukan dalam suasana politik ter



53

tentu bisa digolongkan kepada tindak pidana politik.

Sehingga untuk menentukan bahwa perbuatan itu
merupakan tindak pidana biasa atau tindak pidana po-
1itik, maka perlu diketahui tujuan atau niatan pelaku
tersebut dan keadaan ketika perbuatan tersebut di-

lakukan,





